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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang :  a. bahttra pelaksanaan reformasi sebagaiinana diarnanatkan dalaln

Pasa1 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tah■ ln 2010 tcntang

G餞んd  Desむn  Reforllnasi  Birolcasi  2010-2025  dan

menindaklをvttuti Keputusan Bupati Pesisir Selatal■  Nomor:

700/249/Kpts/BPT― PS/2020 tcntal■ g Pernbentukal■ Tilln Asesor

Penilaian 3/1andiri Pclaksanaan Reforrlasi Birokasi Tingkat

Kabupaten Pcsisir Selatan Tahun 2020,mよ a Kepala Pcrangkat

Daerah harus membentuk Tim Ascsor Penildan Mandi五

Pelaksanaan reformasi Birokrasi;

b. bah、ra bcrdasarkan pertillnbangan sebagaillnana dilnaksud

huruf  a,  perlu  menctapkan  Keputusan  Kcpala  Badan

Kepega■‐」an dan Pengembangan Sumber Dtta Mal■ usia

Kabupaten Pcsisir Selatan tentang Pcmbcntukan Tilll Asesor

Penilaian卜 Iandiri Pclaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan

Kepcgattraian dan Pengembangan  Sumber Dwa ⅣIanusia

Kabupaten Pcsisir Sclatan;

: 1.Undal■ g―Undang NoFI10r 12 Tttun 1956 tental■ g Pcrnbentukal■

Dacrtt OtonoΠ I Kabupaten Ddarn Lingkungan Daer〔 遣l Propinsi

Sumatera Tengah(Lernbaral■ Negara Republik lndonesia Tahun

1956 Nomor 25)jis Undttg― Undang Drt Nol■or 21 Tttun 1957

(Lcmbaralll Negara Republik lndonesia Tahun 1957 Nomor Tア |

」o Undang―Undang Nomor 58 Tal■ un 1958(b31nbartt Negtta

Republik lndonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tttmbahan

i.lenqLngat



2.

3.

4.

8.

9.

5.

Lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 1643);

Undang― Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan

Pclnbanttnan Nasiond (LcmbarallL Negara Republik lndonesia

Tahun 2004 Nomor 14,Talnbahan Lembttal■ Ncgara Republik

lndonesia Nomor 4421):

Undal■ g―Undal■g Nomor 17 Tahun 2007 tental■g Rencal■a

Pembangunan 」angka PanJang Nasional Tahun 2005-2025

(Lcmbaral■ Ncgara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tarnbahan Lcmbaran Ncgara Republik lndonesia Nomor 4700);

Undal■ g―Undang Nornor 23 Tal■un 2014 tcntalag PerneAntttal■

Dacrah (Lclnbaran Negtta Rcpublik lndoncsia Tahun 2014

Nomor 244, Tallnbahan Lcmbaran Negara Rcpublik lndonesia

Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali ter〔通d■ir

dengan Undang― Undang Nomor 9 Tahun 2015   tentalllg

Perubal■ an Kedua Atas Undang― Undang Nolnor 23 Tttun 2014

tentang Pclnerintttal■ Daer由  (Lclfnbaralll Negal‐ a  Rcpublik

lndonesia Tahun 2015 Nolnor 58,Tallnbahan Lcmbttal■ Ncgtta

Republik lndoncsia Nomor 5679);

Undang― Undang Nolnor 30 Tttun 2014 tental■ g Admhistrasi

Pclnc五ntttan (Lclnbaran Ncgara Republik lndonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tallnbahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5601);

Peratural■ Presiden Rcpublik lndonesia Nomor 81 Tal■un 2010

tentang Grα ttd Desむ几Reformasi BiFOkaSi Tahun 2010-20251

Pcratural■ Presiden Rcpublik lndonesia Nomor 18 Tahun 2020

tentang Rencana Pcmbangunan Jangka Mcncngah Nasional

Tahun 2020-2024;

Pcraturan ⅣIcntcri Pendttagunaan Aparatur Ncgara dan

Reformasi Birokrasi Nomor ll Tahun 2015 tentang Road〕 vlap

Reforrnasi Birokrasi Tahun 20 15-2019;

Peratural■  ⅣIenteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tttun 2015

tental■g PcrnbentukaI■ Produk Hukum Daerah, sebag」 li■ al■ a

telal■ diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negc五  Nomor

120 Tahun 2018 tentang Pcrubahan Atas Peratural■  lllente五

Dalarn Nege五  Nornor 80 Tahun 2015 tental■ g Pernbentuk狙

Produk Hubum Dacrah;

10. Peratural Menteri Pendayaguna€m Aparatur Negara darr

Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2OL9 tentang Perubahal

6.

7.



12.

13.

14.

15.

Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang

Pedoman Eva-luasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah I

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan I',lomor 0B Tahun

2OL6 tentang Susunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 201.9 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O,

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata

Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktura-l Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2079 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2O2O;

Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7AA 1249 lKpts/BPT-
PS|2A2O tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaiar Mandiri

Pelaksalaan Reformasi Birokrasi Tingkat Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2O2O;

MEMUTUSKAN :

Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reforrnasi

Birokrasi pada Badan I{epegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2O2O, dengan

susunarr keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim Asesor sebagaimana dimaksud da-lam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan pengisian lembar kerja evaluasi reformasi birokrasi

secara manual, yang terdiri dari :

1. komponen pengungkit dari aspek proses yang meliputi 8

(delapan) area perubahan, yaitu manajemen perubahan,

penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan

penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan

sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas,

penguatan penga\,'asan, dan peningkatan kualitas

pelayanan publik; dan

\{enetapkan
KESATU

KEDUA



KETIGA

KEEMPAT

2. komponen hasil yang meliputi aspek kapasitas dan

よ untabilitas kincr」 a orgalflisasl, pelne五 nttt yang bersih

dal■ bebas KKN,dan kualitas pelε りanan publik;

b. melakukan pengumpulali dan pcnilaial■ tingkat kck■ latall bukti

pada komponen pengungkit;dan

c. melakukan input hasil penilaian ddarn aplikasi Penilaial■

ンIandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ο几:illθ .

Segala bitta yang tirllbul scbagai ak/ibat ditetapkannya Kcputusan

ini dibebankan kepada Anggaran Pcndapatal■ dan Belaqa Dacrah

Kabupatcn Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 pada Badan

Kepega、vaian  dan  Pengembal■ gan  Sumbcr  Dava  n/1anusia

Kabupaten Pcsisir Selatan.

Keputusan ini mulall berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pttnan

pada tanggal l色  Ⅳlei 2020

TE蠅絣Ⅷ蝋■

71989031003



弘 MPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAミ XIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR  : 800/ 〇IS /BKPSDM-2020
TANGGAL :  |′ じ  Mei 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIゝ 江 ASESOR PENIttIAN MANDIRI

PELへKSAN2もへN REFORMASI BIROKRASI PADA BADAN
KEPEGA恥 アAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Keanggotaar■ Tiln Asesor
Penilaian ⅣIandiri Pelaksanaan Reforlfllasi Birokrasi pada

Badan Kepegauア 基an dan Pengcmbangan Sumber Dtta lvlanusia
Kabupaten Pesisir Selatan

NO. NAMA 」ABATAN
KEDUDUKAN
DALAM TIM

1. Drs. Yespi Nauiarsih Kepala Badan Penanggung Jawair

2. Eva Susanti,SIP Sekretaris Ketua

3. Syanti Erna Ar-r-r. S.ST, \'I.Si Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Keuangan
dan Pelaporan

Sekretaris

4. NurrcaiIistry, SH Kepala Pengadaan,
Pemberhentian dan
Inforneasi Aparatur Sipil
Negara

Anggota

5   And五  SH、 Nll嘔 Pj. Kepala Bidang Mutasi
dan Promosi Aparatur
Sipil Negara

Anggota

6.IHendrawati,SE Kepala Pengembar:.gan
Kompetensi dan Penilaian
Kinerja Aparatur Sipii
Negara

Anggota

一プ Anrvar, S.Sos Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian

Anggota

8 M. Ade Febriansyah, S.STP Fungsional Umum Operator

9. Brahmana Adiputra, S.Kom Pranata Komputer Ahli
Pertama

Operator

10. 」aslniati Fungsional Umum Sekretariat

Ris、van」onedi,S.IP Fungsional Umum Sekretariat

螺蠅塾鮮鱗 [猟舎じまA

NIP.1968 71989031003


